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Abstract: Ex officio rights are the authority of judges to decide cases exceeding the demands
of the parties, as long as they do not conflict with the law. The implementation of this
authority aims to realize justice and guarantee gender equality as mandated by Law Number
1 of 1974, KHI, and Supreme Court regulations. Using normative juridical research methods
through analysis of statutory regulations and Surabaya Religious Court Decision Number:
5045/Pdt.G/2024/PA.SBY and 2996/Pdt.G/2024.PA.SBY. The research results show that ex
officio rights play role in protecting the vulnerable, especially women, from injustice caused
by limited legal understanding regarding the rights of wives after divorce. However, the
judge's ex officio rights are not absolute, as they are limited by certain conditions, such as the
status of nusyuz or gabla dukhul. Thus, the application of ex officio rights is an important
tool in implementing the principles of justice and gender equality in divorce in religious
courts
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Abstrak: Hak ex officio merupakan kewenangan hakim untuk memutus perkara melebihi
tuntutan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Penerapan kewenangan
ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta menjamin kesetaraan gender sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan Peraturan Mahkamah
Agung. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui analisis
peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor:
5045/Pdt.G/2024/PA.SBY dan 2996/Pdt.G/2024.PA.SBY. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hak ex officio berperan dalam melindungi pihak yang lemah, terutama perempuan
dari ketidakadilan akibat keterbatasan pemahaman hukum terkait hak-hak istri yang
didapatkan pasca perceraian. Namun, kewenangan hak ex officio hakim ini tidak bersifat
absolut, karena dibatasi oleh kondisi tertentu seperti status nusyuz atau qabla dukhul.
Dengan demikian, penerapan hak ex officio menjadi sarana penting dalam implementasi
prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam perceraian di pengadilan agama.

Kata kunci: ex officio, kesetaraan gender, perceraian

Pendahuluan

Perceraian merupakan terjadinya peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan
antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan akibat-
akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.
Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum
perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai
suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah
tangga.l Namun, perceraian bukan hanya peristiwa putusnya hubungan suami-istri
secara hukum, tetapi juga membawa serangkaian akibat sosial, ekonomi, dan psikologis
yang langsung dirasakan terutama oleh perempuan dan anak.

Salah satu bentuk ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika
perkawinan itu berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban mantan suami
dalam memberikan nafkah selama masa iddah dan nafkah mut’ah kepada mantan
istrinya serta kewajiban memberikan nafkah kepada anak dalam pengasuhan mantan

IMuhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15.
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istrinya (hak hadhanah) yang besarannya ditetapkan majelis hakim dalam putusan.?
Banyak perempuan yang mengajukan perceraian ke pengadilan hanya berorientasi pada
“bercerai” sebagai jalan untuk keluar dari konflik rumah tangga tanpa memahami bahwa
dalam peraturan perundang-undangan sebenarnya memberikan hak-hak seperti nafkah
iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak yang dapat diterima oleh perempuan pasca
perceraian.

Pada dasarnya perceraian di Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) macam, yaitu
cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh
suami terhadap istri yang diucapkan melalui ikrar talak di depan pengadilan, sedangkan
cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami untuk memutus
perwakinan. Dalam praktiknya, pada perkara cerai talak pengadilan cenderung aktif
dalam memastikan suami memenuhi kewajiban untuk membayar nafkah iddah, mut’ah,
madliyah dan nafkah anak sebelum ikrar talak diucapkan. Sebaliknya, dalam cerai gugat
perlindungan hak istri untuk mendapatkan nafkah-nafkah tersebut kerap bergantung
pada apakah istri atau kuasa hukumnya telah mencantumkan tuntutan nafkah secara
jelas dalam posita maupun petitum. Hal ini lah yang menyebabkan adanya perbedaan
aturan yang berdampak pada perempuan, yang mana istri yang menggugat cerai
berisiko tidak mendapatkan haknya karena keterbatasan pengetahuan hukum.

Secara normatif, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang kesetaraan gender dalam perkawinan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah
seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam rumah tangga maupun dalam
kehidupan bermasyarakat. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan memberi ruang bagi pengadilan untuk menetapkan biaya pemeliharaan
anak dan biaya penghidupan pasca perceraian. Selain itu, dalam hukum keluarga Islam
sebagaiman termuat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur beberapa
kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak,
diantaranya adalah memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Terdapat PERMA Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang
mendorong kesetaraan gender dalam praktik peradilan. Tidak hanya itu, SEMA Nomor 2
Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama juga membuka jalan penyetaraan
perlakuan antara cerai talak dan cerai gugat melalui rumusan amar “.... yang dibayar
sebelum mengambil akta cerai”.

Namun, adanya norma-norma hukum tersebut tidak secara otomatis menjamin
pelaksanaannya. Pada praktik perceraian di peradilan agama, masih banyak putusan
khususnya dalam cerai gugat yang tidak memuat amar terkait nafkah karena tidak
dimohonkan. Faktor penyebabnya antara lain, adanya keterbatasan akses pengetahuan
hukum, tekanan emosional akibat konfilik rumah tangga, dan budaya patriarki. Ketika
tuntutan hak tidak diajukan, terdapat hakim yang menggunakan kewenangan hak ex
officio untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hak ex officio hakim adalah hak
atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim karena jabatannya untuk
menjatuhkan suatu hal yang tidak diminta dalam petitum/ tuntutan untuk dijatuhkan
dalam putusan khususnya dalam perkara perceraian. Tujuan dari hak ex officio secara
khusus yaitu untuk dapat membela hak-hak salah satu pihak yang lemah dalam proses

2 Nandang lhwanudin, ‘Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama’, Jurnal Auliya, 10.1
(2016), 51-68.
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perceraian yang secara lazim terdapat pada sisi perempuan atau mantan istri.3 Disisi
lain dalam hukum acara perdata terdapat salah satu asas hukum yaitu asas ultra
petitum, yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg dan Pasal 50
Rv menyatakan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh melebihi
tuntutan sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan.* Jika majelis hakim memutus
melebihi tuntutan, maka putusan tersebut dikategorikan sebagai ultra petitum. Oleh
karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan ex officio dalam perkara cerai
talak maupun cerai gugat, serta apakah praktik ini sejalan dengan tujuan kesetaraan
gender.

Terdapat 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menunjukkan
praktik ex officio dalam dua tipe perkara yang berbeda, yakni perkara cerai gugat
sebagaimana Perkara Nomor: 5045/Pdt.G/2024/PA.SBY yang mana dalam amar
putusannya hakim telah menetapkan nafkah mut'ah yang harus dibayarkan oleh
tergugat kepada penggugat meskipun penggugat tidak menuntut terkait nafkah
tersebut. Selanjutnya, perkara cerai talak sebagaimana Perkara Nomor:
2996/Pdt.G/2024.PA.SBY yang mana dalam amar putusannya hakim telah menetapan
nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh pemohon
kepada termohon. Kedua kasus ini menunjukkan praktik hakim dalam menetapkan hak-
hak perempuan meskipun tidak dimohonkan secara khusus.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
kasus. Sumber utama adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya Perkara Nomor:
4045/Pdt.G/2025/PA.Sby dan Perkara Nomor: 2996/Pdt.G/2024/PA.Sby, peraturan
perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA terkait. Sumber pendukung
berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hak ex officio hakim, nafkah pasca
perceraian, dan kesetaraan gender. Data dikumpulkan dengan membaca dan menelaah
dokumen hukum tersebut, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui
perbandingan dua putusan cerai (talak dan gugat) dan dikaitkan dengan prinsip
kesetaraan gender.

Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Hak ex officio berasal dari bahasa latin “ambtshalve” yang berarti karena jabatan.
Menurut Subekti bahwa hak ex officio adalah hak yang karena jabatannya, tidak
berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan juga tidak berdasarkan suatu
permohonan.> Artinya, dalam hal ini hakim berwenang bertindak secara hukum
berdasarkan fungsinya sendiri, selama masih dalam batas-batas kewenangan jabatan
tersebut. Ex officio hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus
tanggung jawab yang diberikan negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan
memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan
menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya
untuk melakukan segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan
tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaanm dalam upaya memberikan

3 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 1997), 29.

4 Abdul Hafizh and others, ‘Kewenangan Ex Officio Hakim Terhadap Pertambahan Nilai Nafkah Anak Pada
Perkara Perceraian’, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 9.1 (2024), 1-8.

5 R Tjitrosoedibio Subekti, Kamus Hukum (Jakarta. Pradnya Paramita, 1979), 43.
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perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara demi

mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata dalam kasus

yang dihadapi.®

Dalam perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, hak ex officio ini adalah
untuk melindungi kepentingan dan hak-hak perempuan setelah perceraian, seperti
nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madliyah, dan hak pemeliharaan anak. Dengan
menggunakan hak ex officio, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak
disebutkan dalam tuntutan. Hak ex officio ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak
yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya
memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah
tangga sehari-hari seringkali mengabaikan tanggung jawabnya. Dasar dilaksanakan hak
ex officio adalah sebagai berikut:

1. Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
berbunyi “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Pasal ini
merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutuskan lebih dari
apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Kata “dapat”
ditafsirkan boleh secara ex officio memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan
mut’ah dan iddah.

2. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal
tersebut menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas
permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang
harus ditanggung oleh suami.

3. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur tentang
akibat putusnya perceraian karena talak dimana jika perkawinan putus karena
talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau
benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,
kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak
hamil.

4. Pasal 152 KHI dalam pasal tersebut ditegaskan sekali lagi bahwa bekas istri berhak
mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

5. Asas equality before the law
Hakim memperlakukan para pihak sama di depan persidangan dalam rangka
mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak membeda-bedakan orang,
para pihak diberi hak yang sama untuk mengajukan tuntutan. Hal tersebut sesuai
dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
yaitu:

a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

b. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Selain pasal-pasal tersebut, pedoman hakim dalam menerapkan hak ex officio
juga terdapat dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi  Peradilan = Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan

6 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan
Hukum Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 216.
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Agama/Mahkamah Syar’iyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah
iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan
menetapkan kewajiban mut“ah”. Keputusan Mahkamah Agung ini merupakan keputusan
administratif yang bersifat individual, dimana hakim diberi kebebasan dalam
mempertimbangkan apakah sesuai dengan pembuktian tersebut atau tidak, guna
memberikan keputusan yang sesuai dengan pertimbangan hakim atas kasus yang
diputus. Berbeda halnya dengan peraturan yang sifatnya umum dan abstrak yang mana
keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaidah umum.”

Disisi lain dalam hukum acara perdata dikenal asas ultra petitum, yaitu prinsip
yang membatasi hakim agar tidak memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan
dalam gugatan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 178 ayat (3) Herzien Inlandsch
Reglement (HIR), Pasal 189 ayat (3) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg),
serta Pasal 50 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Berdasarkan asas
tersebut, hakim wajib memutus sesuai dengan ruang lingkup tuntutan para pihak, tanpa
menambahkan atau menetapkan sesuatu yang tidak diminta. Jika majelis hakim
menjatuhkan putusan yang melampaui tuntutan yang diajukan penggugat, maka
putusan tersebut dianggap sebagai ultra petitum, yakni putusan yang melebihi
permintaan dalam petitum gugatan.

Di sinilah letak dilema antara kewenangan ex officio dan asas ultra petitum. Di
satu sisi, hakim memiliki kewenangan karena jabatannya untuk memberikan putusan
yang melindungi hak-hak pihak yang lemah meskipun hal tersebut tidak diminta dalam
petitum. Di sisi lain, asas ultra petitum menuntut hakim untuk tidak memutus melebihi
apa yang digugat. Ketegangan ini muncul dalam praktik, terutama dalam perkara cerai
gugat di mana banyak perempuan tidak memahami hak-haknya sehingga tidak
mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah, mut’ah, atau pemeliharaan anak. Dalam
kondisi demikian, penerapan ex officio justru menjadi instrumen untuk mewujudkan
perlindungan hukum yang berkeadilan, sekaligus menjaga prinsip kesetaraan gender.
Namun, agar tidak bertentangan dengan asas ultra petitum, hakim harus mampu
memberikan argumentasi hukum yang kuat dalam pertimbangan putusan (ratio
decidendi), dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang secara
eksplisit memberikan kewenangan kepada hakim.

Keadilan Gender dalam Hukum Perkawinan

Dalam kamus bahasa Inggris, “gender” berarti “jenis kelamin atau seks. Gender
dalam ejaan bahasa Indonesia adalah “jender”.8 Sedangkan istilah menurut The
Contemporary English-Indonesian Dictionary diartikan sebagai “penggolongan menurut
jenis kelamin”.? Sedangkan dalam Webster College Dictionary, gender merupakan “One of
the categories in such a set, as masculine, feminism, neuter, or common”. Di dalam
Enclopedia Feminisme dijelaskan bahwa gender adalah kelompok atribut dan perilaku
yang dibentuk secara kultural ada pada laki-laki atau perempuan. Di dalam Women’s
Studies Enclopedia yang dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang
berupaya memuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik
emosional antara pria dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.10

7 Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, and Reni Melati, ‘Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim
Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima’, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 6.2 (2022),
185-99.

8 John M. Echols and Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1983), 265.

9 Peter Salim, The Contemporary English-Indonesian Dictionary (Jakarta: Modern English Press, 1996), 771.
10 Helen Tierney, Women'’s Studies Encyclopedia, vol I, (New York: Green Word Press), 153.
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Gender menurut Jary dalam Dictionary of Sosiology para sosiolog dan psikolog
menggagas bahwa gender lebih diartikan ke dalam pembagian “masculine” dan
“feminine” melalui atribut yang melekat secara sosial dan psikologi sosial. Hal ini
diperkuat oleh para antropolog yang menekankan bahwa gender bukan didefinisikan
secara biologis tetapi secara sosial dan kultural. Gender dipandang secara kultural dan
historis, seperti makna, interpretasi, dan ekspresi dari kedua varian gender diantara
berbagai kebudayaan. Tentunya dipengaruhi faktor-faktor sosial, ekspresi dan
pengalaman gender inilah yang memberikan fakta bahwa gender tidak dapat disamakan
secara sederhana dengan jenis kelamin (seks) atau seksualitas.11

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia, mengartikan gender adalah kontruksi sosial yang didasarkan
pada perbedaan jenis kelamin, yang tercermin pada konsep tugas, hak, fungsi, peran,
tanggung jawab, sikap dan perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya pada
perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan pribadi.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait gender tersebut di atas, dapat
disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep sosial-kultural yang membedakan
peran, fungsi, tanggung jawab, sikap, dan perilaku antara laki-laki dan perempuan, yang
bukan bersumber dari faktor biologis, melainkan dibentuk dan dikonstruksi oleh
norma-norma sosial, nilai budaya, serta struktur masyarakat. Gender tidak sama dengan
jenis kelamin (seks) yang bersifat kodrati dan biologis, melainkan merupakan hasil dari
kesepakatan sosial yang berkembang secara historis dan kultural, sehingga karakteristik
maskulin dan feminin dalam masyarakat lahir dari interpretasi sosial, bukan dari kodrat
biologis semata. Konsep ini juga menunjukkan bahwa pembagian peran antara laki-laki
dan perempuan bersifat dinamis, dapat berbeda antarbudaya, dan dapat berubah seiring
perkembangan sosial dan pemikiran, sehingga memahami gender berarti memahami
bagaimana masyarakat mengatur relasi kuasa dan tanggung jawab antara laki-laki dan
perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik publik maupun domestik.

Dalam agama Islam terdapat landasan prinsip kesetaraan gender, sebagai
berikut:

1. Semua orang sebagai hamba Allah

QS. al-Dhariyat (51): 56 menyebutkan bahwa agama Islam menerangkan setiap

manusia diciptakan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk menyembah Allah SWT

i) iyl A el G
Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah
kepadaKu”.

Dalam mencapai derajat ketakwaan sebagai hamba Allah, laki-laki dan
perempuan memiliki kedudukan yang sama. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah
SWT mengatakan bahwa takwa adalah ukuran utama kemuliaan manusia di sisi-
Nya, tanpa membedakan jenis kelamin.

2. Semua orang sebagai Khalifah di bumi

Di dalam QS. al-Bagarah (2): 30, Allah SWT. mengatakan bahwa laki-laki dan
perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk mengelola,
memanfaatkan, dan menjaga bumi. Gender tidak memengaruhi peran khalifah
manusia di bumi.

11 Vina Saviana dkk, Sosiologi Gender (Tangerang: Universitas Terbuka, 2010), 1.
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Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

Ayat tersebut tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu dengan kata “khalifah”.
Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa semua manusia memiliki tanggung jawab
untuk menjaga bumi. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam
peran di rumah atau di lingkungan publik seharusnya dipahami sebagai cara untuk
menjaga bumi. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam peran di
rumah atau di lingkungan publik seharusnya dipahami sebagai cara unruk saling
melengkapi, bukan sebagai alasan untuk ketimpangan.

Kewajiban Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Amar ma’ruf nahi munkar adalah tanggung jawab setiap muslim, baik laki-laki
maupun perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Taubah (9): 71 sebagai
berikut:
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Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka
menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma’ruf,
mencegah dari yang mungkar.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang
sama dalam menciptakan kebaikan di masyarakat, baik melalui partisipasi mereka
dalam aktivitas sosial maupun tugas rumah tangga.

Peluang untuk Prestasi bagi Laki-Laki dan Perempuan

[slam tidak membedakan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan
untuk mencapai kesuksesan spiritual, sosial, dan professional, sebagaimana dalam
QS. Al-Nahl (16): 97, yang berbunyi
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Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Namun, pelaksaan prinsip ini sering dihalangi oleh hambatan budaya patriarki
yang melekat dalam masyarakat. Perempuan dapat berpartisipasi dalam sector
publik selama mereka mempertahankan martabat dan nilai Islam.

Interpretasi Tanggung Jawab Laki-Laki sebagai Qawwam

QS. Al-Nisa’ (4): 34 merupakan ayat yang paling sering dianggap mendukung

diskriminasi gender, sebagai berikut:
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Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu,
wanita yang saleh adalah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika
(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang
kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu,
janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya
Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Istilah Qawwam dalam ayat ini berarti pelindung atau pendukung. Tafsiran ini
lebih relevan dalam hal superioritas laki-laki atas perempuan dalam hal mencari
nafkah. Peran perempuan mengelola kehidupan keluarga dapat berubah tanpa
mengurangi keadilan. Adapun prinsip dalam kesetaraan gender sudah ditetapkan
dalam I[slam, yang menempatkan seorang laki-laki maupun perempuan pada posisi
yang adil sesuai dengan tugas, hak, dan tanggung jawab mereka. Ini termasuk
kesetaraan dalam peran hamba Allah, khalifah, kewajiban amar ma’ruf nahi munkar,
dan kesempatan untuk berhasil. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
prinsip keadilan Islam.12

6. Adam dan Hawa Terlibat dalam Melakukan Hal yang Dilarang

Kisah tentang nabi Adam dan Hawa selalu menekankah kedua belah pihak yaitu
menggunakan dhomir mutsanna yaitu untuk Adam dan Hawa. Adam dan Hawa
sama-sama diciptakan di surga dan menikmati fasilitas yang ada di surga tanpa ada
perbedaan. Keduanya juga mendapat godaan yang sama dari setan dan kemudian
sama-sama memakaan buah Khuldi serta menerima akibat yang sama yaitu
dikeluarkan dari surga ke bumi. Kemudian keduanya bertobat dan meminta
ampunan dari Allah SWT.13

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, ajaran Islam menempatkan laki-laki dan

perempuan pada posisi yang sama di hadapan Allah sebagai hamba-Nya dan sebagai
khalifah di bumi, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam
menjaga, mengelola, dan memperbaiki kehidupan. Mereka juga sama-sama diwajibkan
untuk melakukan amar ma’ruf nahi munkar dan diberi kesempatan yang sama untuk
meraih kebaikan dan pahala tanpa memandang jenis kelamin. Adapun konsep gawwam
dalam Al-Qur'an bukan untuk membenarkan dominasi laki-laki, melainkan sebagai
bentuk tanggung jawab dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan
yang adil dalam keluarga. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan seharusnya
dipahami sebagai saling melengkapi, bukan untuk menciptakan ketimpangan. Dengan
demikian, hukum perkawinan Islam harus menegakkan hak dan kewajiban secara

12 Andri Irama Daulay and Fahmi Hakim, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara
Idealitas Normatif Dan Realitas Sosial", Journal of Dual Legal Systems, 2.1 (2025), 14-24.

13 Abdul Rahim, "Gender Dalam Perspektif Islam", Sosioreligius: Jurnal IImiah Sosiologi Agama, 1.1 (2015),
89-100.
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seimbang, melindungi dari kekerasan, serta memberi ruang bagi perempuan untuk
berperan tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam.

Hukum perkawinan Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berupaya mengakomodasi
prinsip kesetaraan yang juga ditegaskan dalam ajaran Islam. Pasal 31 Undang-Undang
Perkawinan menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bermasyarakat. Rumusan ini mengakui
martabat hukum yang setara, meskipun fungsi dan peran keduanya dalam keluarga
dapat berbeda secara praktis. Namun pada tataran empiris, pembagian peran yang
dibentuk oleh budaya patriarki sering melahirkan ketimpangan akses terhadap hak-hak
ekonomi dan keputusan rumah tangga, sehingga perempuan kerap berada dalam posisi
subordinat. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kemampuan banyak istri untuk
menuntut hak-haknya secara hukum ketika terjadi perceraian. Karena itu, implementasi
keadilan gender dalam hukum perkawinan tidak cukup berhenti pada norma tertulis,
tetapi memerlukan peran aktif aparat penegak hukum, khususnya hakim pengadilan
agama untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi, termasuk melalui penggunaan
kewenangan ex officio bila hak-hak tersebut tidak dimohonkan secara eksplisit oleh
pihak berperkara.

Penerapan Hak Ex Officio sebagai Wujud Kesetaraan

Hak ex officio hakim merupakan salah satu instrumen hukum yang diberikan
kepada hakim untuk menjamin tercapainya keadilan, khususnya bagi pihak-pihak yang
berperkara dalam sengketa perkawinan. Kewenangan ini memungkinkan hakim
menetapkan hak-hak tertentu secara mandiri tanpa harus dimohonkan oleh para pihak,
sepanjang ketentuan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
Pengadilan Agama, hak ini umumnya digunakan untuk menetapkan nafkah iddah,
mut’ah, dan nafkah anak, terutama dalam perkara perceraian, dengan tujuan melindungi
hak perempuan dan anak agar tetap terpenuhi meskipun tidak diminta dalam gugatan.

Penerapan hak ex officio dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya
Nomor 4045 /Pdt.G/2025/PA.SBY. Putusan tersebut merupakan salah satu perkara cerai
gugat, yaitu istri yang menggugat cerai kepada suami. Pada perkara tersebut istri
mengajukan perceraian karena suami tidak memberi nafkah lahir dari awal perkawinan
hingga diajukannya gugatan cerai. Hakim dalam amar putusannya tidak hanya
mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/istri, tetapi juga menetapkan
kewajiban suami untuk memberikan nafkah mut’ah dalam bentuk uang tunai sebesar
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Menariknya, kewajiban tersebut ditetapkan meskipun
dalam petitum gugatan tidak terdapat permintaan khusus mengenai nafkah mut’ah.
Dalam pertimbangn hukum dalam putusan tersebut, hakim dalam menentukan nafkah
mut’ah berpedoman pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami
dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat
selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan.

Hal serupa tampak dalam putusan Nomor 2996/Pdt.G/2024/PA.SBY, yang
merupakan cerai talak. Perkara tersebut merupakan permohonan cerai talak yang
diajukan oleh pemohon terhadap termohon. Pemohon mengajukan permohonan cerai
talak dikarenakan adanya pertengkaram antara pemohon dan termohon. Pada perkara
cerai talak tersebut tidak dihadiri oleh termohon sehingga mempunyai akibat hukum
talak raj’i satu. Hakim dalam amar putusannya tidak hanya mengabulkan permohonan
cerai pemohon, namun juga menetapkan nafkah iddfah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta
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rupiah), nafkah mut’ah sebesar Rp.1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus
dibayarkan oleh pemohon kepada termohon meskipun pemohon dalam permohonan
cerai talaknya tidak terdapat dalil khusus terkait kewajiban nafkah iddah, nafkah
mut’ah, nafkah anak.

Dalam pertimbangannya, hakim secara ex officio dapat membebankan kewajiban
kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon berdasarkan Pasal 41 huruf (c)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain
itu, kewajiban pemohon untuk membayarkan nafkah iddah dan nafkah mut’ah secara
eksplisit diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Isalam, bila diputus
perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah yang
layak kepada bekas istrinya.

Selanjutnya, terkait pertimbangan hukum nafkah anak yang dibebankan kepada
pemohon, hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya
apabila secara nyata anak tersebut dalam asuhan termohon. Dalam perkara tersebut,
pemohon menyatakan bahwa anak dalam asuhan termohon selaku ibu kandungnya,
sehingga majelis hakim berpendapat perlu secara ex officio untuk menetapkan beban
nafkah anak kepada pemohon selaku ayah kandungnya. Dalam hal tersebut majelis
hakim berpedoman pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 98, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pemohon sebagai ayah
kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak
tersebut kawin atau dewasa (umur 21 tahun).

Dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip yang menuntut perlakuan adil
terhadap kedua belah pihak dalam sebuah perceraian. Al-Qur’an sendiri menekankan
pentingnya adil dalam menangani kasus perceraian, Dalam hukum Islam, hak ex officio
dalam perkara cerai talak mengacu pada kewenangan hakim untuk mengambil tindakan
di luar permintaan (petitum) para pihak yang bersengketa. Prinsip ini bertujuan untuk
memastikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang mungkin dirugikan dalam kasus
perceraian. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan dan perlakuan adil terhadap kedua
belah pihak dalam sebuah perceraian sangatlah ditekankan. Al-Qur'an dan hadis
memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya penyelesaian perkara perceraian
dilakukan dengan penuh keadilan. Hakim secara ex officio diberikan keleluasaan untuk
mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan kasus perceraian, terutama
terkait hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami sesuai dengan ajaran Islam. Ini bisa
termasuk hak nafkah (pendapatan yang cukup), hak asuh anak, hak tempat tinggal, dan
hak-hak lainnya yang merupakan hak istri dalam Islam. Hakim melihat ada
ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak-hak istri dalam sebuah kasus perceraian,
hakim memiliki wewenang untuk mengambil tindakan secara ex officio. Contohnya,
hakim bisa memerintahkan suami untuk memberikan nafkah secara wajar, menetapkan
hak asuh anak, atau menyelesaikan sengketa lainnya yang mungkin timbul. Dengan
demikian, hak ex officio dalam perkara cerai talak menurut hukum Islam sejalan dengan
prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.14

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan, terdapat upaya
penyamaan perlakuan antara perkara cerai talak dan cerai gugat. Dalam perkara cerai
talak, pengucapan ikrar talak oleh suami tidak diperkenankan sebelum ia melunasi

14 Ghea Sakira, Yusuf Baihaqji, and Arif Fikri, ‘Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak Istri’,
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 5.2 (2024), 188-201.
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kewajiban nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri. Untuk menciptakan kesetaraan,
Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, yang memberikan
ketentuan bahwa dalam perkara cerai gugat, amar putusan dapat mencantumkan frasa
“...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, asalkan permintaan tersebut
dimuat dalam posita dan petitum gugatan. Kebijakan ini juga sejalan dengan PERMA
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan
Hukum, yang dalam Pasal 2 menegaskan penerapan asas kesetaraan gender. Kedua
peraturan tersebut merupakan wujud komitmen Mahkamah Agung untuk membangun
sistem peradilan yang responsif terhadap gender (gender responsive) dengan
memperhatikan kepentingan laki-laki dan perempuan secara adil. Namun, implementasi
prinsip kesetaraan gender dalam praktik peradilan, khususnya terkait pemberian
nafkah iddah pada putusan cerai gugat, masih belum optimal. Banyak hakim belum
sepenuhnya menerapkan kebijakan ini dalam amar putusannya. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi perspektif gender dalam peraturan
peradilan dan berupaya mengakomodasi kebutuhan perempuan melalui regulasi,
realisasi di tingkat praktik masih menghadapi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan
peningkatan pemahaman hakim serta pengawasan yang lebih kuat agar prinsip
kesetaraan gender tidak hanya menjadi norma, tetapi benar-benar terwujud dalam
setiap putusan pengadilan agama.

Selain itu, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan
kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam interaksi sosial
di masyarakat. Rumusan ini merupakan dasar yuridis penting yang mengafirmasi
kedudukan perempuan sebagai subjek hukum penuh dalam perkawinan bukan
pelengkap atau pihak yang bergantung semata pada suami. Dengan demikian, setiap
konsekuensi hukum akibat putusnya perkawinan idealnya juga mencerminkan prinsip
keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Meskipun prinsip kesetaraan
diakui secara normatif, praktik peradilan menunjukkan perbedaan perlakuan. Dalam
perkara cerai talak, pengadilan secara aktif (bahkan tanpa dimohon) dapat
membebankan nafkah iddah, mut’ah, dan hak-hak lain kepada suami sebelum ia
mengucapkan ikrar talak. Sebaliknya, dalam cerai gugat, pemberian hak ekonomi
kepada istri, misalnya nafkah iddah atau mut’ah sering bergantung pada ada tidaknya
permintaan dalam posita dan petitum. Jika tidak dicantumkan, hakim tidak selalu
menjatuhkan amar yang melindungi hak-hak tersebut. Perbedaan ini menimbulkan
“kesenjangan prosedural” yang secara praktik dapat merugikan perempuan.

Hak ex officio yang dimiliki hakim di Pengadilan Agama merupakan salah satu
instrumen penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam proses perceraian.
Melalui kewenangan ini, hakim dapat memberikan nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan
nafkah anak kepada perempuan meskipun tidak diminta dalam gugatan. Mekanisme ini
sangat membantu karena pada kenyataannya, banyak perempuan tidak mengetahui
bahwa mereka berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian. Hal ini sering
disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum dan keinginan mereka yang hanya fokus
untuk segera berpisah tanpa memikirkan hak ekonominya. Dalam hal ini, penerapan hak
ex officio menjadi langkah korektif untuk menutup celah ketidakadilan akibat
keterbatasan pengetahuan hukum pada pihak perempuan. Dengan kewenangan ini,
hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang mengadili sesuai permintaan para
pihak, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perempuan dan anak. Pendekatan ini
sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang
menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan
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kedudukan suami, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat. Artinya, dalam
proses perceraian, pengadilan harus berperan aktif agar prinsip kesetaraan tersebut
tidak hanya sebatas aturan tertulis, tetapi benar-benar terwujud. Dengan demikian, hak
ex officio merupakan sarana penting untuk menjamin hak-hak perempuan setelah
perceraian. Namun, agar instrumen ini efektif, perlu adanya pemahaman yang lebih
dalam di kalangan hakim, serta pengawasan dan pedoman teknis yang jelas. Hal ini
penting agar kesetaraan gender tidak hanya menjadi jargon dalam regulasi, tetapi
benar-benar terasa manfaatnya bagi perempuan yang sering kali berada dalam posisi
lemah dalam proses perceraian.
Meski demikian, penerapan hak ex officio bukan berarti tanpa batas. Kewenangan
ini tetap harus dijalankan sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan
ketidakadilan baru. Dengan kata lain, hakim tidak dapat menggunakan hak ex officio
secara mutlak, karena terdapat pembatasan tertentu yang diatur oleh hukum. Beberapa
batasan tersebut antara lain:15
1. Istrirela untuk tidak diberikan hak-hak tersebut
Hak ex officio hakim memiliki batasan tertentu dalam penerapannya. Hakim tidak
dapat secara sepihak menggunakan kewenangan tersebut untuk menetapkan hak-
hak mantan istri apabila yang bersangkutan secara tegas menyatakan bahwa ia
merelakan hak-haknya. Bentuk kerelaan ini harus dinyatakan dengan jelas, baik
secara lisan di persidangan maupun tertulis melalui gugatan, replik, atau
kesimpulan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim berkewajiban
membantu para pencari keadilan serta berupaya mengatasi segala hambatan untuk
mewujudkan keadilan. Artinya, hakim tidak boleh bertindak melebihi batas
kewenangannya atau memaksakan suatu putusan jika pihak yang bersangkutan
secara sadar dan sukarela melepaskan haknya, karena peran hakim adalah
membantu, bukan menggantikan kehendak pihak yang berperkara.
2. Istri dalam keadaan gabla dukhul

Apabila perceraian terjadi terhadap seorang istri dalam keadaan gabla dukhul
(belum terjadi hubungan suami-istri), maka suami tidak dibebani kewajiban
memberikan nafkah iddah. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 149 huruf
(a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa hak nafkah iddah hanya
berlaku bagi istri yang telah terjadi hubungan suami-istri. Oleh karena itu, dalam
kondisi ini hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menggunakan hak ex officio
dalam menetapkan kewajiban nafkah iddah kepada suami. Hal ini menunjukkan
bahwa kewenangan ex officio hakim bukanlah kewenangan absolut, melainkan
harus disesuaikan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.

3. Istri dinyatakan oleh hakim Nusyuz

Jika seorang istri dinyatakan nusyuz oleh hakim, berdasarkan Pasal 84 Kompilasi
Hukum Islam (KHI), maka seluruh kewajiban suami terhadap istrinya menjadi
gugur. Namun, ketentuan ini tidak mencakup kewajiban yang berkaitan dengan
anak. Dengan demikian, meskipun hak-hak istri tidak dapat diberikan secara ex
officio oleh hakim karena status nusyuz tersebut, kewajiban suami untuk memenuhi
hak-hak anak tetap berlaku. Artinya, hakim masih memiliki kewenangan untuk
menetapkan hak-hak anak, seperti nafkah anak, secara ex officio meskipun istri
tidak lagi berhak atas hak-haknya akibat pernyataan nusyuz.

15 Bayu A Wicaksono, Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan Dalam Perkara Perceraian, (Pengadilan Agama Kuala Pembuang, 2022), 10.
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Dengan adanya pembatasan tersebut, penerapan hak ex officio oleh hakim di
Pengadilan Agama tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan proporsional. Hak
ini berfungsi sebagai sarana untuk melindungi perempuan dan anak, serta mewujudkan
prinsip kesetaraan gender dalam perkara perceraian. Namun, hakim harus berhati-hati
agar tidak melampaui kewenangannya dan tetap mempertimbangkan kondisi faktual
serta norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, hak ex officio bukan hanya
instrumen formal, tetapi juga wujud tanggung jawab hakim dalam menjamin
terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang lemah, tanpa
mengabaikan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan.

Penutup

Hak ex officio hakim di Pengadilan Agama merupakan instrumen penting untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, khususnya
dalam bentuk pemberian nafkah iddah, naftkah mut’ah, dan nafkah anak, meskipun tidak
dimohonkan dalam gugatan. Kewenangan ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender
yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi
Hukum Islam, serta diperkuat oleh PERMA dan SEMA terkait. Melalui hak ini, hakim
dapat melindungi pihak yang lemah, yang umumnya adalah perempuan, dari
ketidakadilan akibat keterbatasan pemahaman hukum atau budaya patriarki. Namun,
penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti
adanya kerelaan istri melepaskan hak, status qabla dukhul, atau istri dinyatakan nusyuz.
Dengan demikian, hak ex officio tidak hanya mencerminkan peran aktif hakim dalam
mewujudkan keadilan, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mengimplementasikan
kesetaraan gender dalam praktik peradilan agama.
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